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ABSTRAK : - bahwa ketentuan mengenai penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan 

telah diatur dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan               
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.  

  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 
   UU No. 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 3262) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 62, TLN 
4999); UU No. 12 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No. 68, TLN 3312) sebagaimana 
telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No. 62, TLN 3569); 
PP No. 74 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 162, TLN 5268); Perpres No. 28 
Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51).  
 

  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 
   Direktur Jenderal Pajak menerbitkan STP PBB dalam hal terdapat PBB terutang 

dalam SPPT atau SKP PBB yang tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh 
tempo pembayaran. 
STP PBB memuat PBB yang tidak atau kurang dibayar ditambah dengan denda 
administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan dari PBB yang tidak atau kurang 
dibayar. Denda dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan tanggal 
pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan 
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 
STP PBB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah saat 
berakhirnya tahun pajak. 
Jumlah pajak yang terhutang berdasarkan STP PBB yang tidak dibayar pada 
waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa. 
 

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 
a. ketentuan mengenai penerbitan kembali SPPT atau SKP PBB berdasarkan Surat 

Keputusan Keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (6); dan 
b. ketentuan mengenai tidak dapat diajukannya keberatan terhadap SPPT · atau SKP 

PBB yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana diatur 
dalam Pasal 14 ayat (7),  

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2014 tentang Tata Cara 
Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan, dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2016 dan diundangkan 

pada tanggal 13 Mei 2016. 
  - Lampiran : 8 Halaman 
 


